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PERATURAN DAERAH KABUPATEN IEPARA 
NOMOR I TAHUN 2004 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT 
DAN PENYEBERANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATL JEPARA, 

a bahrwa dalam fang'ka meningk.at.kan pnerims.a Pendapatan Daerah 
untuk menu.jag penyelenggar aa otonomi di Kabupaten Jepar# 
ma.ka diperlukan itensifikasi dan ckstensifikasi sumber sumber 
Pendapatan Daerah 

b, bahwa Perizinas Perhubungan Laut dan Penycberangan merupaka 
salah satu kewenanga Daerah, 

¢. bahwa berdasark.an pertimbeangan buruf a dan b, maka untuk 
pela.ksanaan Perizina erhubung.an Lat dan Penycberangan er ta 
penarikcan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

L. Undang -undang Nonor 13 Tahu 1950 tentang Pembentukan 
Dacrah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tergah; 

2. Undang-ndang Nomor 2I Taha 1992 tentang Pelayaran (Lembaran 
Negara Tahu 1992 Nora 98, Tanbaha L.embaran Negara Noror 
3493) 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahu 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lemboran Negun% Thu 1997 Nachor Al, 
tabaha Lerobaran Negara Nomor 3685) sebagairmana tela.h diubah 
dengan Undang-ndang Nomor 34 tahuun 2000 tentang Perubohart 
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahu 1997 te0tang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lermbaran Negara Tahu 2000 Nmoor 246, 
Tabahan lembaas Negara Nonroe 4052 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahu 1999 N±nor 60, Tambahan Lembearan 
Negara Noror 3839); 

$. Peraturam Pemeritah Nomor 82 Tahu 1999 tentang Angkutan 
Perairan (Lembaran Negara Tahu 1999 Noor 187, Tanbaha 
Lermbaran Negara Norr 3907); 

6. Peraturan Pemerintah Nmo 25 Tahu 2000 te0tang Kewenengan 
Pererinta.h dan Pemerintah Propinsi Sebagai Dacrah Oto0on 
(Lembaran Negara tabun 200 Norr 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952) 
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7 Peraturan Pererintah Noror 66 Tahu 2001 tentarg Retribusi 
Daer.h (Lerobaran Negar Thu 2001 Nornor 119, Tanbahear 
Lenbaran Negara Nono 4139, 

8. Peratura Pererintah Noror 69 Tahu 2001 tetang Kepelabuhan 
(Lember Negara Tahu 2001 Nom8or 127, Turnbahan Lembaran 
Negara Nomor 4145 

9, Pereatura Menteri Dalarm Negeri Nomor 4 Tahu 1997 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga Pererintah Daera.h, 

10.Keputusa Menteri Dalam Negeti Noma 174 Tahu 1997 ten.tang 
Pedomamn Tata Cara Perungutan Retribusi, 

1t.kKeputusan Menteri Perhubungan Nono KM. 32 Tahu 1999 tent.ang 
Penyelenggaraa Pelabuhan Penyeberarga, 

12. kKeputusan Mentel Pertubunga Noror KM, 1I Tahu 2002 tentang 
Pelaksaran Kegiatan Pemerintahan di Pelabuha Penyeberangan 
yang Diusahakca 

13.kKeputusan Menteri Perhubungan Nono+ M. 53 Thu 2002 tentang 
Tata Kepelabuhana Nasional; 

14. Keputusa Menteri Perhubungan Nono KM. 54 Thu 2002 ten.tang 
Penyelenggaras Pelabuhan Laut 

15.kKputusan Menteri Perhubungan Nome KM. S6 Ta.bun 2002 ten.tang 
Pengelolaa Pelabuha Khu.sus, 

16. Peraturan Deerah Tingket II Kabupaten Jepera Noror 6 Tahu 1990 
tentang Penyidike Pegarwai Negeri Sill di Lingkungan Pererintah 
Kabupaten Daccah Tingkat IL Jepara, 

Denga Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN IEPARA 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RETRIBUSI PERZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN 
PEN YEBERANGAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak sud dengan 
L. Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Peenerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepers, 
3. Bupati adalah Bupati Jepart, 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupa.kan kesatuan baik yang 

melakukan usaha map.n yang tidak melakukan osaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milk Negara atau Daerah dengan 
nama dan bentuk apapurn, Firte, Kongsi, Koperasi, Dane Pension, persekutun, 
perkurpulan, yaya9a1.n, Orgaisasi mass, organisasi $osial politik atad orgamissi sejenis 
eraga, bentu.k usaha tetap serta bentuk Badan lainn'%%, 
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$. Retribusi Periinan Perhubungan Lat dla Penyeberangan yang selanjtnya disc but 
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebogai pembayaran at.as jasa at.au peroberian 
[in tertentu yang khusus disediakan dan atau diberilan, oleh Pererintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau bad.an; 

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegi@tan tertentu pemerintah Daera.h 
dalamn rangka perberian izin kepada orang pribadi atau bedan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengenda lian, dan pengawatan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
pnggunaan sumber daya alam, barang, prasarans, saran% tau fasiitas tertent gun 
me lindungi kepentingan urn dan enjaga kelestar ian ling wnga 

7, Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan lainrya dalam 
melak.sauna.kan fungi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamoanan dan ketertiba 
arus lala lintas kapal, pen.pang dan/atau antar moda serta menorong perekonomoian 
nasional dan daerah, 

8. Pelabuhan Penyeberangan ardaah pelabuhan rum untuk kegatan agkutan 
penyeberang an, 

9. Pelabuhan Khusus atau Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah pelabuha 
yang dikelola untok kepentingan sendiri guna menunijang kegitan tertentu; 

10. Dermage adalah sarana untuk kegiatan sander kapal, naik turun penumpang, bongkar muat 
barag dan tempat fasilitas pelabuban seperti pompa air bersih dan pompa bahan bakar; 

l.Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apa.pun, yang digerak.k.an dengan 
tcnaga mekanik, tenaga angin ata ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dulung 
dinamis, kendaraan di barwah permukaan air, serta a.lat apung dan bang unan terapuwng yang 
tidak berpindah - pindah 

12. [in Usaha adalah izin yang diberikan kepada orang prithedi atau Badan untuk mend.irik.a 
melakukan usaha angktan di perairan. 

13. in operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untk 
melaksanak.an kegiatan angknta penupang dan barang tidak tetap dan tidak teratur d 
perairan lit.as dalam Daera.h 

14, Persaha Tally adalah kegiutan usaha menghitung, mengulkur, menimbeng dan 
membuat catata mengenai muatan untuk kepentingan permilik muatan dan ata 
pongang t 

15. Baring berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnrya dapeat dikelompokkan sebagat 
barang berba.hays, misalrya barang yang mudah terbakar, bahan kiria, radio aktif dan 
sebagainya 

l6.. Masa Retribusi adala.h uatu jangka wakta tertentu yang merupaka bat.as waktu bag 
wajib retribusi untuk memanfaatka ja.sa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 

7. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang dapat disingkat SKRD dalah srat keputusan 
yang menentuka besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

8. Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang dapat disingkt STRD adalah surat ntuk moelakukan 
tag ihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bung.a dan at.au denda 

Perzinan perhubuagan laut dan penyeberangan meliputi 
Bidang Perhubungan Laut 
a) lzin pengerukan kurarg dari 50.000 m'; 
b) Lin reklarasi kurang dai2 Ha, 
e) Rekomendasi izin usaha kegiutan salvage dan pekerjaan bewah air (PBA.) 
d) Rekomendasi Surat lzin Usaha Perusahan Pelayara (S1UPP'); 
e) Rekomendasi Surat [zin Usaha Perusaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER', 
f lzin pembegunan pelaboha khusus lokal, 
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g lzin operasi pelabuha khusus lokal; 
h) Rekomendasi iin usaha penunjang angkutan lat, terdiri dari. 

(I) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 
(2Perusahaan Dongkar Muat (PBM 
(3) Jasa Pengusan Transportsi (JP'T) 
(4 Perusahaan tally 
(5) Depo peti kemas 

) Penerbitan Surat Lkur Kapa dibawah (tujul) GT 
j) Penerbitan pes ta.huan kapal dibewah 7 (tuj0) GT 

2 Bidang Penyeberangan 
a) lzin tempat perimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan keramba di alor 

penyeberang.an; 
b) lzin usaha angk.utan penyeberangan bokal; 
e) lin operasi angkutan penyeberangan lo.kal; 
d lrin kegiatan bongkar muat barag berbahay di pelabuha penyeberangan, 

BAB II 

NAMA, SUBIEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 3 

Dengan mama Retribusi Perizina Perhubungan Laut dan Penyeberangan dipugut Retribusi 
Daerah sebaga penbyaran atars pen berian iin di bidang perhubungan lat dao 
penyeberangan 

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pritadi tau bad.an yang moemperoleh pelayanan 
Perzinan bidang Perhubungan larut dan peryebera.an 

Objek retribusi adalah pemberia periinn bidang perhubungan lat dan penycberaga 

Pasal 6 

W%lib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau hala yang mergeroleh peririina bidang 
Perhubungan launt dan penyeberangan 
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BAB III 

GOLONGAN RETRIBUST 

Passt 7 

Retribusi perizinan Perhubungan lat dan penyeberangan termasuk gologan Retribusi 
perizinan teen 

BAB IV 

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERL AKUN YA 
PERIZINAN 

Pasal 8 

(I Setiap kegiatan atau usaha bidang perhubungan let dan penyeberangan wajib 
emperoleh iin dari Dupo.i 

(2) Bupati berhak menghentikan at merut usaha / kegiatan perhubugan lat dan 
penyeberangan yang tidak mereilii izin. 

Tta cara damn syarat Sy@rat periinan perhubungan laut da peyeberaga diat r kerodian 
oleh Bupati, 

asal IO 

(D lrin usaha perhubungee laut dan penyeberangan berlake selara perusahaan yang 
bersagkowta masih menjalank.a kegiatan usaha bidang perhubungan lat da 
penyeberangan 

(2 Setiap I (satu) tahua sekali permoegang izin waiib mendaftaka ulag. 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pesa IH 

Tingkat penggunaan jess diukur berdasark.a jends iin yang diberikca 

BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN 
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 12 

(l)Prinsip dan $asaran dalam penet.apa struktr dan besarnya tarif Retribusi Dae.rah 
didasark.an pada tujan tntu.k menap sebag.an atau seluaruh biaya penyelenggar'an 
pemberian izin 
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(2) Biarya sebagairaa direkcsud dala ayat ( celiputi komponen birye pendaftaran, 

administrasi, operasional, permbinan dan pengawa.san, 

BAB VII 

STRUK TUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAER AH 

Pasal 13 

(l Struktur besarry tgeif' Retribusi Dara.h sebegaimama tercactr dala Lampira. 
Peraturan Deerah ind 

(2 Untuk pendaftaran ulag dikenalan retribusi sebesat 50 % (lira puluh proser) dari tarif 
sebegairmana dire.ksud dala aryat (I 

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUT ANG 

Pasal I4 

Retribusi Daerah terhutag terjadi pada seat ditetapk.a $RD «tau dokumen lain yang 
dipersarak.a 

BAB IX 

MASA RETRIBUSI DAERAH 

Peal I5 

(1Mass Retribusi daerah adea.h 6 (enam) bulan terhitung sejek tanggal izin bidang 
perhubung dikeluark 

(2) Setelah lewat jangka waktu scbagairarea dick sud dalan ayat (I), ina.kg hake untale 
moeraftka izin bidang perhubungee lot dan peyeberaga menjadi gaugur 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Paa 16 

Retribusi Deerah dipngut di wilayah Daerah 

TATA CARA PEMUNGUT AN 

Pass! 17 

( Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan 
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(2) Retribusi Dacrah dipungut dengan menggunakn SRD tau dokurein lain yang 
dipersara.k.an 

BAB XII 

TATA CARA PEMBAY ARAN 

Pesa! 18 

()Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka 

(2) Pembayarn Retribusi Daerah dilaloka di Kas Daerah atau tempet lain yang ditan,ju.k 
sesui waktu yang ditentukn dengs mernggunakan SRD tau dokumen lain yang 
dipersarak.a 

() Dalam heal pemberyaran dilakukcan di tempeat lain yang ditun.juk, maka hasil penerimaan 
Retribusi Daerah harus disetorkan ke las Daerah selambat - laatnya I x 24 jam a.ta 
dalam wakt yang ditentukan oleh Bupati. 

BAB XIII 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 19 

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurag membayat, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bung sebesa 2 % (dua persen) setap bulan dari 
besarya Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kursang beryar dan ditagih dengan 
menggunaka STRD 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 20 

(I)Pengeluaran Surat Teguran atau peringat at.au surat lain yang sejenis sebagai arwal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluark.an segera setelah 7 (tujuh) 
hari sojak jatuah tempo pembaryaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujut) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat 
lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terhutang 

() Surat teguran atau peringatan at.au surat lain yang ejemis scbegairana dirak.sud dalam 
ayat (D dikeluarks olch Pecjabat yang ditunjuk 

Pasal 2l 

Beetuk formulir yang digunakan untk pelaksaaa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2l ayat (I) ditetapkan oleh Bupati 
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BAB XV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 22 

() Bupati dapet member~kc penguragar, keringanan, dan perbebasan Retribusi Daera.h 

(2 Tata cars pemberian penguragan, kcringanan dan pembehasan Retribusi Daerah 
sebagairmana diraksud ayat(D) pesal jni ditetapkan oleh Bupati 

BAB XVI 

KADALUWARSA 

Pase 23 

(D Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak sat tehutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wa Retribusi Darrah 
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.Daerah 

(2)Kadaluwarsa peagiha Retribusi Deaerah sebagaimana diraksud aryat (l) pasal ini 

tertargguh apabila 
a. Diterbitkan surat tegran at.a, 
b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Danh baik lagsung 

ala tidak lagsong. 

BAB XVII 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 

Pasal 24 

Pel»ksans.au dae Pengarwasan Perature Daerah ind dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
ditunjuk 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 

(D) Wajib Retribusi Dacrah yang tidak mnelaksaaka kewaijiban sehingga mengal ibetka 
kerugian keuvanga Daerah dican Pidana kurun.gan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling beryak 4 (em.pat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutag. 

(2) Tindak pidana sebagairaa dimaksud dalam ayat(1) adalah pelanggaran 
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PEN YIDIKAN 

(DPejabat Pegawai Negeri Sipi tertentu di lingkungan Pererintah Daerah diberi we wenang 
khusus sebagai penyidik utuk melakukan penyidikcan tindak pidana di bidang Retribus 
Daerah 

(2ewensng penyidik sebag.airmana dimaksud dalam ayat(I) adalah 

a Meneria, menear, mengumpulka dan meneliti keterangan at.au la poran berkenaan 
dengaun tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap; 

b Meneliti, mencari dan mengumapullkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
entang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidad 
dibidang Retribusi Daerah; 

c Meminta eterangun dan bohan bukti dari orang pribadi atau bada sebubungan 
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

d Mererik.sea buku + buku, cat.atan catatan den dokumen + dokuren lain berkenaa 
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, 

e Melakukan penggcledahan ntuk mendapat.k.a bahan bukti penbuk 0an, pencat at.a 
dan dokumen lain, serta melak.u.kan penyitaan terhadap barang bukti terse but; 

f Merinta bantuan tenag4 ahli dalam rang.ka pelaksanaan tugas penyidikan tinda.k 
pidaea dibidang Retribusi Derah 

g Menyuruh berhenti davat.au melarag seseorang meninggalk.an rangan atau tempt 
pada Sa.at permerikcsaa sedang berlangsong da memerikcsa identitas orang lain 
dan/at.au dokumen yang dibawa sebagairana dimaksud pada burufe; 

h Merotret orang yang berkaitan dengan tindak pidang dibidang Retribusi Daerah; 

Memaggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

j Menghentikan penyidikan; 
k Melakukan tindak.an lain yang perlu untuk kelaocaran perryidik.an tindak pidaoa 

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggong jawabkan 

(3) Peryidik sebag«iamaa dimaksud pada ayat () peasel iri memberitahukan dirulainya 
penyidikca darn menyan.pa.ka has.il peryidiken kepala Penuntut Urum sesuai LJndang 
undang tentang Hukum Acara Pidana 

BAB XX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

lzir-irin yang telah dikeluark.an sebelu berlakcunya Peraturan Daerah ini, masih berake 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daera.h ini 



oe{tudetuDaor4&!ojqc@!i
Frrry,r@!re ldft Loju or,i BuFri

ItfuIrdfidkhpdafugd/i*i3L"
ae n4r o,!4 d.p. m&bnuiirq echltro m'!d.@ Pfu rndlh iii
4@tsI@@lfufuDd

@PAr€JGPIMTAHUN200.Noi/'oR1

KETENTUAN PENU TUP 

Pasal 28 

Hal-bal yang beluro cukup dietur dala Peraturan Deers.h ini, sepajang mengenai 
pelaksaoaenrye diteta.pk.a lebih la.jut oleh Bupati 

Pssl 29 

Pecturrs Darrah ini rulai berlaku peda tag.gal diudangkao 

Agar setiap orcg dapat mnegetahuirya,, mererirtabla pengundaga Perturae Derash ini 
den.ga poop.aotya dalarLerbar Doerah 

Diettapkc di Jepar 
pada targga Jana4 2004, 

Diundangtan di Jepara 
pads tanggal 27 Januari 2004 

SEKRET ARIS DAERAH 

sf 
Pembina Tk. I 

NP 010145748 

LEM8ARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMORR1 
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• 

LAMP[RAN Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor I Tahu 2004 tentang Retribusi 
Perizinan Perhu.bung.an lat dan 
penyeberangan 

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT 
DAN PEN YEBERANGAN 

JENIS PERIZINAN BESARNYA KETERANGAN 
TARIF 

' Bidang Perhubungan Laut 

L. in per@gerukan kurare dai 50.000 mi'; Rp 500.000, 
2 lzin rcklarasi kurang dari2He Rp. $00.000, 
3 Rekomendasi iin usaha kegiatan salvage 

dan Pekerjaan Bawah Air (PBA,), Rp. .250.000, 
4 Rekomendasi Surat in Lsaha Perusahan 

Pelayaran ($IUPP) Rp 250.000, 
5 Rekorendasi Surat in Usahe Perusahan 

Pelyara Rakyat (SIUPPER), Rp. 250.000, 
6 zin pembangunan pela buhan khusus lo.kal Rp l.000.000,- 

' lzin operasi pelabuhan khusus lokal; Rp $00.000, 
8 Rekorendasi irin usaha pennang 

angkt.an lat, terdiri dari 

• Ekspedisi Matan Kapal Lat (EMKL) Rp 25$0.000, 
b Perusahaa Bongkar Mu (PBM) Rp 250.000, 
¢ Jasa Pengurusan Transportasi (PT) Rp. 500.000. 
d Perusahaan tally Rp 250.000, 
e Depo peti kemas Rp. 500.000, 

9 Penerbitan surat ukur kepal Rp 250.000, Dibawah 7GT 
10 Penerbitan pas tahunan kaapal Rp 25.000, Dibawah7GT 

I Bidang Penyeberangan. 

' zin tempat penimbunan kayu (log.pond), 
erg terapung dan keranba l a.lur 
penyeberangan, Rp $00.000, 

2 lzin usaha angkutan penyeberangan lokal Rp $00.000, 
3 lin operasi angkc tan perryebera.gun lokcal Rp. $00.000, 

• [in egatan bong.ar tu.at barang 
berbahaya di pelabuhan penyeberaoga; Rp $00.000, 

BUPATT JEPARA 

.K - - . HENDRO MARTOJO 
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• 
PENIELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I TAHUN 2004 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN PEN YEBERANGAN 

PENIELASAN UMUM 

Dolan penyecnggaraan otonori Daerah scbagaimanna yang di@manat kan dala 
Undang-undag Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pererintahas Daerah, maka pendapatan 
daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah 
satu Suber pembiayaan yang handal, Oleh karena itu perlu dilaksanakan intensifiasi 
mapun ckstensifikasi terhadap $umber-sumber Retribusi beru disertai den@an pengatu.ran 
yang mengarah pada sistem yang sederhara, adil, efekctif dan efisien schingga dapat 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah 

Retribusi Periinan Bidang Perhubungan Laut da Penyeberargan merpoak.an 
suat u keweangan baru bagi Kabupaten Jepara 

Schubungan dengan ha] tersebut, maka da lam rangka pelaksanaan perizinan $era 
penariks retribusinrya, perlu mengatut Retribusi Perizina Bidang Perhubungan Laut den 
Penycberangan denga Pert ran Daerah 

IL. PENIELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasalls/d I6 

Pasal 17 ayat (I) 

Ayat (2 

asal 18 s/d29 

cukcup jelas 

yang dimaksud tidak diapeat diborongkan adata.h hahwa scluroh 
proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat 
digerahka kepada pihak ketigad, narun diungkink.an adanya 
kerja sama dengan pihak ketiga dala proses pemungutan 
retribusi antar.a lain peneetakan ferulir_, pengiriran $urat 
$rat kepad.a wajib retribusi, atau mengbipun data Obyek 
retribusi doe Subye.k retribusi 
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamnakcan denga pihak 
ketiga adalah kegiatan pengbitoga besarnya retribusi 
terhotang, pengawasan, penyult.han retribusi dan penarikan 
retnibus. 
Yang diraksud dokuren lain yang dipersamak an adalah 
kuit.ans. 

cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 


